
BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa jumlah

dana alokasi umum yang ditunda penyalurannya oleh pemerintah pusat

Kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 sebesar

Rp.242.009.513.392, namun berdasarkan perhitungan Pemprov, NTT pagu

penundaan DAU yang ditunda sebanyak 545 dari 3313 kegiatan yang tersebar

pada 51 SKPD. Terdapat 19 SKPD yang program/kegiatannya ditunda

berdampak pada masyarakat secara umum. Seperti dinas kesehatan,Dinas

pendidikan dan Kebudayaan,RSUD Prof.Dr.W.Z.Johanes Kupang, Dinas

Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan

Penelitian dan Pengembangan Daerah,Dinas Perhubungan, Badan

Lingkungan Hidup dan SKPD lainnya yang program/kegiatannya

berhubungan langsung dengan hidup Masyarakat.

6.2 SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat

disarankan kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur lebih mengalokasikan

belanja modalnya pada program/kegiatan yang dapat meningkatkan



pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat merangsang

terciptanya sumber pendapatan baru.

2. Sebaiknya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Daerah

Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaannya lebih dimanfaatkan secara

ekonomis, efisien, dan berorientasi pada manfaat bagi public.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk

melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan sampel yang

digunakan dan memperluas periode pengamatan.
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